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Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
telah disahkan pada Februari 2022, menandai dimulainya
pelaksanaan rencana pemindahan ibu kota negara di bawah
pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun undang-undang
tersebut dan peraturan lainnya memindahkan ibu kota Jakarta ke
Kalimantan Timur, pada kenyataannya, Jakarta tetap berfungsi
sebagai ibu kota negara. Pada era presiden Soekarno, alasan
pemindahan ibu kota terkait dengan kondisi politik Jakarta yang
masih membawa simbol penjajahan dan keinginan untuk meratakan
pembangunan.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana kedudukan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibukota?
2. Apakah semua layanan publik harus dipindah ke Ibukota baru 

setelah adanya peralihan?
3. Bagaimana perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan 

Australia?
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Metode
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan
statute approach. Metode yuridis normatif berorientasi pada kajian
hukum positif dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan,
doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Melalui statute approach,
penelitian difokuskan pada pengkajian norma hukum yang mengatur
pemindahan ibu kota negara, terutama ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Tujuannya
adalah untuk menganalisis kedudukan Jakarta setelah tidak lagi
menyandang status sebagai ibu kota, menelaah peran IKN sebagai pusat
pemerintahan baru, serta mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap
sistem pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Data penelitian
diperoleh melalui studi pustaka dengan mengkaji regulasi, buku, jurnal,
artikel ilmiah, serta melakukan perbandingan dengan pengalaman
negara lain, seperti Australia, sehingga dapat memberikan gambaran
yang lebih menyeluruh terkait dinamika hukum dan pemerintahan pasca
pemindahan ibu kota
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Hasil Dan Pembahasan
3.1 Kedudukan Jakarta Pasca Lahirnya UU IKN No 3 Tahun 2022

Undang-Undang DKJ No. 2 tahun 2024 telah memberi kedudukan bagi
Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibukota yakni sebagai pusat
perekonomian dan kota global yang berarti Jakarta menjadi tempat
berpusatnya kegiatan ekonomi nasional, mulai dari perdagangan,
perbankan, investasi, hingga industri jasa. Juga Jakarta berperan dalam
jaringan kota-kota besar dunia karena memiliki hubungan internasional
yang kuat dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan komunikasi.
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Hasil Dan Pembahasan
3.2 Eksistensi IKN Sebagai Pusat Layanan Publik

Beberapa layanan publik di Jakarta pasca tidak menjadi ibukota tidak
semua dialihkan pada IKN , seperti contoh layanan pemerintahan pusat
saat ini sedang berproses berpindah secara bertahap , pelayanan
kependudukan dan pelayanan publik daerah juga masih tetap di
Jakarta. Hanya Kementerian/Lembaga beberapa sudah membangun
kantor perwakilan di IKN .
Pada hal ini tidak semua layanan publik berpindah pada IKN , karena di
masa yang akan datang akan dibuat sistem digital modern yang dapat
diakses melalui Jakarta dan daerah lainnya sehingga tidak perlu ke IKN.
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Hasil Dan Pembahasan
3.3 Praktik Peralihan Ibukota di Australia

Perpindahan ibu kota dari Melbourne ke Canberra adalah hasil
kompromi politik untuk menengahi persaingan antara Sydney dan
Melbourne. Canberra dipilih sebagai lokasi netral dan dirancang khusus
sebagai pusat pemerintahan Australia.
sistem layanan yang berpindah dari melbourne ke canberra ialah
pusat pemerintahan federal (parlemen, kabinet, dan beberapa
kementerian utama). Kemudian untuk sistem layanan yang tetap
berada di melbourne ialah semua layanan negara bagian, sebagian
kantor pelayanan federal, serta fungsi ekonomi dan bisnis.
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Hasil Dan Pembahasan
3.4 Analisis perbandingan mengenai peralihan ibukota yang terjadi di 
Indonesia dan Australia

Di Australia, meskipun sejumlah besar layanan federal penting telah
dipindahkan ke Canberra, layanan publik di tingkat negara bagian, pusat
keuangan, serta banyak institusi swasta tetap ada di Melbourne dan Sydney.
Canberra tidak berfungsi sebagai pusat ekonomi, tetapi lebih sebagai pusat
administrasi pemerintahan.
Sedangkan di Indonesia , Jakarta menjadi pusat ekonomi dan kota global,
seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang
Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta diberikan kekuasaan khusus
dalam aspek ekonomi, budaya, dan pengembangan wilayah, sehingga tetap
mempertahankan posisinya yang penting meskipun bukan lagi sebagai ibu
kota negara.
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Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan 
kedudukan Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibukota serta 
menentukan apakah semua layanan publik harus berpindah ke 
ibukota baru setelah adanya peralihan dan mengevaluasi strategis 
yang tepat untuk mengelolah peralihan tersebut
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